PERATURAN GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH

- NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor

02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur

Sulawesi Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan
. operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007,

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bun

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahy
1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1964 Nomor 2687); sebagaimana telah diuba
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembara
NegaraRepublik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahg
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paja

Daerah dan Retribusi Daerah (L.embaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana tela
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 200
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nom¢
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones;
Nomor 4048); :

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Be

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 3688);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentan

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas da
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuanga

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones;
Nomor 4287),



Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang
pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan. Tanggungjawab Keuangan
Negara (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan I.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400 ),

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem

11

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentan;
Perimbangan K euangan Antara Pemerintah Pusat dan Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi:
Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraai
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi;
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajal
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200°
Nornor 118, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah-Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi:
Tahuh 2001 Nornor 119, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot:
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200+
Nomor 90, TambahanLembaran Negara Republik Indonesi:
Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturat
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ,dan Peraturan Pemerintal
No. 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesi:
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 4540); sebagaimana telah diubat
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2¢



Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4659);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

 Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tzhun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4577);
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23 .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg:
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tenta
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayar
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repub
Indonesia Nomor 4585);

25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tents
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repub
Indonesia Nomor 4614);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2(
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2(
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan ¢
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007,

28 . Peraturan Daerah Provinst Sulawesi Tengah Nomor 09 Tal
2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae
(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tabun 2(
Nomor I Seri E Nomor 1); ‘

29 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tal
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae
(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomg¢
Tahun 2007).



Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1l

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :
1.Pendapatan :

a.Pendapatan Asli Daerah Rp 156.194.665.741,00
b.Dana Perimbangan Rp 537.029.716.552,00
¢.Lain-lain Pendapatan Yang Sah~  Rp 5.734.811,000,00
Jumlah Pendapatan Rp 698.959.193.293,00
2.Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1.Balanja Pegawai Rp 210.945.809.783,00
2.Belanja Bunga Rp
3.Balanja Subsidi Rp
4, Belanja Hibah - Rp :
5.Belanj Bantuan Sosial Rp  32.843.710.663,00
.6.Belanja Bagi Hasil Rp  59.521.129.035,00
7 Belanja Bantuan Keuangan Rp  42.937.386.080,00
8.Belanja Tidak Terduga Rp 4.000.000.000,00
Rp  350.248.035.561,00
b. Belanja Langsung
1, Belanja Pegawai Rp  56.467.488.524,00
2 Belanja Barang dan Jasa Rp 181.703.940.383,00
3 Belanja Modal Rp 107.439.728.825,00
Rp  345.611.157.732,00
Jumlah belanja - Rp 698.859.193.293,00
Surplus/(Defisit) Rp 3.100,000.000,00
3. Pembiayaan:
a. Penerimaan ‘Rp 5.500.000,000,00
b. Pengeluaran Rp 8.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Net Rp 3.100.000.000,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp -
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Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercanf
dalam lampiran I Peraturan Gubernur

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut da
Lampiran Il Peraturan Gubernur in.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bag
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal § :
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituang
lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat dac
sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 6 .
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mernpus
daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan;

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Dae
Propinsi Sulawesi Tengah.
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Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Februari 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
Ttd + Caj)

B.PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
- PROPINSISULAWESI TENGAH

Cl(,awg___:.
GUMYADI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 2
TAHUN 2007
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